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ABSTRAK

Nama : Nugraha Budi Raharja

Judul Skripsi : Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap
Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan

Halaman : vi + 76 halaman + 2 Daftar Pustaka + Lampiran + 2023

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan,
Moratorium

Isi:

Salah satunya dampaknya pandemi Covid 19 ialah terganggunya
kestabilan ekonomi mengakibatkan meningkatnya kasus Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan diajukan pada Pengadilan
Niaga, salah satunya Putusan No. 245/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara PT Bank Maybank Indonesia
Tbk menjadi Pemohon dan PT Pan Brothers Tbk sebagai Termohon. Amar
dari putusan tersebut menolak permohonannya Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang pada pertimbangan PT Pan Brothers sudah memiliki
moratorium pada Pengadilan Tinggi Singapura. Putusan tersebut dianggap
tidak bisa membagikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebab
Indonesia sebagai negara berdaulat tidak wajib untuk tunduk pada putusan
negara lain. Tujuan penelitiannya agar mengetahui penerapan asas
keseimbangan pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam
moratorium perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan
Pailit Indonesia. Teknik penelitian ialah hukum normative, pendekatan
UU. Sumbernya dari bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum.
Setelah ditelaah, hasil penelitian menemukan pemberlakuan moratorium
terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit secara
merata tidak mencerminkan asas keseimbangan dan asas keadilan terhadap
perlindungan hak kreditur karena debitur yang sebenarnya tidak
membutuhkan moratorium pun atau yang beritikad tidak baik akan ikut
mendapatkan manfaat dari pemberlakukan moratorium. Disarankan agar
pemerintah dapat melakukan perubahan ketentuan terhadap UU No. 37
Tahun 2004 terkait Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
untuk mengisi kekosongan hukum guna mengatasi permasalahan
perekonomian di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Acuan : 34 (1990-2023)

Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Penulis : Nugraha Budi Raharja
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ABSTRACT

Name : Nugraha Budi Raharja

Title : Debt Postponement Financing Liabilities and Insolvency filed with
the Commercial Court

Pages : vi + 88 Page + 2 Table of Content + Extras + 2023

Key Word : Postponement of debt payment obligations, bankruptcy,
moratorium

Contents :

The disruption is one of the effects of the COVID-19 pandemic of economic
stability which has resulted in an increase in cases of Debt Postponement
Financing Liabilities and Insolvency filed with the Commercial Court, one
of which is Decision No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst. namely
between PT Bank Maybank Indonesia Thk as the Petitioner and PT Pan
Brothers Tbk as the Respondent. The verdict rejected the request for
postponement of debt financing duties on the consideration that PT Pan
Brothers already had a moratorium from the Singapore High Court. The
decision is considered unable to share legal certainty and legal protection
because Indonesia as a sovereign state is not obliged to submit to the
decisions of other countries. The aim of the study is to find out the
application of the principle of balance to the legal protection of consumers
in the moratorium agreement on the Debt Payment Obligations Postponed
and Bankruptcy in Indonesia. The research technique is normative law,
legal approach. The sources are primary, secondary, and non-legal
materials. After being examined, the research found that the implementation
of the moratorium on Postponement of Debt Payment Obligations and
Bankruptcy evenly does not reflect the principle of balance and justice
towards the protection of creditor rights because debtors who actually do
not need a moratorium or who have bad faith will also benefit from the
moratorium. It is suggested that the government can amend the provisions
of Law No. 37 of 2004 related to Bankruptcy and the Waiver of Debt
Payment Responsibilities, to fill the legal vacuum to overcome economic
problems in Indonesia, especially regarding the provisions of Suspension of
Debt Payment Requirements.

Reference : 34 (1990-2023)

Adviser : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Author : Nugraha Budi Raharja
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